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I
PENDAHULUAN

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa "Tiap-
tiap wérga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang 1ayak bagi kemanusiaan'. Bumyi pasal inl merupakan
dasar dami tugas pokok dan misi Departemen Tenaga Kerja
untuk mengupayakan agar setiap orang yang mampu dah mau
bekerja dapat memperoleh pékerjaan segual dengan keingin-
annya dan setiap orahg yang bekerja dapat memperoleh
penghasilan yang layak bagl kemanusiaan.

Sejalan dengan tugas yang diamanatkan dalam UUD
1945 tersebut, GBHN 1993 memberikan arah operasional. bah-
wa pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka menciptékan.
lapangan kerjé dan mengurangi pengangguran serta pengem-
bangan sumber daya manusia ditujukasn untuk pembentukan
tenaga profesional yang mandiri dan beretos kerja tinggil
dan produktif,Penciptaan lapangan kerja dan.pgngurangan
pengangguran sebagal salah satu ciri kemiskinan masih
merupakan tantangan yang perlu ditanganl secara mandasar
dalam PJPT II.

Bertambahnya angkatan kerja baru yang memasguki
pasar kerja menuntut pula perliuasan lapangan kerga baru
yang produktip dan remuneratip. Seiring dengan itu pula
peningkatan pola perlindungan tenaga kerja, peningkatan
kege jahteraan dan1tannguﬂnya.ﬂubungan‘Industniél Panca~
sila seearaumantap'berkaitan dengan kemajuan teknologi
dli sektor industri perlu pula kita upayakan secara terus
menerus.

Tugas.--tugas ini kiranya tidak mudah untuk dilaksa-

- nakan, karena kita masih dihadapkan b&berapa masalah
pokok bidang ketenagakerjaan. Qleh karema itu wpaya
pemegahannya memerlukan koordinasi dan keterpaduan serta
dukungan kebijaksanaan dan program dari berbagail instansi
sangat diperlukan baik pemerintah.waupun swasta dan masya-
rakat itu sendiri.
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CIT
STTUAST KETENAGAKERJAAN DAN PERNMASALAHANNYA

Sitwasi ketenagakerjzan pada hakekatnya tidak terle-

pas dari kondisi ketenagakerjaan dan permasalahannya yang
merupakan petunjuk bagi kita untuk dapat menentukan arah
serta pola pemecahannya melalui kebl jaksanaan dengan ber-
bagai program pembangunan,

Permasalahan pokok yang terdapdt dalam bidang kete-

nagakerjaan adalah :

1. Pertumbuhan penduduk dan angkatan keérja yang masih
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relatif tinggi.

 Istilah persediaan tenaga kerja mempunyai persamaan

pengertian dengan istilah angkatan kerja dan penduduk
¥ang aktip secara ekonomis {economically active popu-~
lation) yatiu merupakan sejugilah orang (bagian dari
penduduk) yang mampu dan bersedia (mau) untuk melaku-
kan pekerjaan atau sedang mencaril kerja.

Jumlah penduduk akan menentukan besarnya tingkat
kegiatan, sedangkan tingkat kegintan biasanya dihi-
tung dengan suatu ukuran yang dinamakan dengan ting-
kat partisipasl angkatan kerja (TiAR). TPAK merupakan
ratio antara jumlah angkatan kerja (pada kelompok umur
yang bersangkutan) dengan jumlah penduduk pada uaia
kerja (pada kelompok mmur yang bersangkutan),

Begsarnya jumlah serta pertumbuhan penduduk dan angkat-
an kerja sebenarnya tidak perlun mendapat masalah se=-
andainya daya dukung ekonomi wilayah mampu memenuhi.
kebutuhan hidupnya seperti pangan, papan, pakaian,
kesehatan, lapangan kerja dan sebagainya Namnh‘kenya-
taan menunjukkan kepada kita bahwa untuk memenubi ke-
butuhan tersebut magih jauh dari cukup, sehingga pen-
duduk dan program-program pembangunan yang tepat
untuk mengatasinya.

Kualitas angkatan keraa yang rendah

Kualitas angkatan kerja yang rendah ini ditandail de-
ngan rendahnya tingkat pendidikan formal yang dimiliki
oleh sejumlah besar angkatban kefja kita,
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4.

Di samping itu rendahnya tingkat ketrampilan tenaga
kerja ditandai pula dengan rendahnya tingkat produk-
tivitas tenaga kerja ying pada gilirannya menyebabkan
rendahnya tingkat pendapatan yang mereka peroleh.
Pada- negara yang.sedang membangun seperti Indonesia

di mana banyak melaksanakan proyek-proyek pembangun-
an secara serentak mengakibatkan terjadinya kebutuhan
tenaga kerja trampil yang sangat besar pada,waktu'yang
bersamaan. Untuk itu harus selalu diamati adanya keku-
rangan tenaga trampil untuk waktu, wilayah, dan Jenls
tertentu. Penggunaan tenaga trampil dan profesgional
oleh pemerintah perlu dilanalisa terus-menerus oleh
karena pemerintah merupakan pengguna tenaga trampil
yang paling banyak.Lain daripada itu produksi tenaga
trampil dari lembaga perguruan tinggi, politeknik,
balai latihan kerja, dan lain-lain perlw juga dimo=
nitor. :

Jumlah lapangan kerja terbatas

Perkembangan sektor industri masih mangarah kepada
industri yang padat modal dengan penggunaan teknologi
tinggl dan baru sebagian dengan penggunaan teknologi
madya. Disamping itu perubahap tata nilai dari magyae=
rakat tradisional ke masyarakat industri memerlukan
waktu yang cukup, sehingga adaptasi masyarakat terha-
dap budaya industri yang menyangkut tentang dieiplin,

.aetos kerja, motivasi, budaya menghargai waktu dan

sebagainya perlu dibina terus.

Sampak dengan akhir Pelita V kesempatan kerja di
Jawa Tengah masibh bertumnpu p:.da empat sektor utama
yaitu pertanian,. industri, perdagangan, dan jasa.
Rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja ini menga-
kibatkan terjadinya pengangguran. '
Penyebafan pendiaduk dan tenaga kerja tidak merata
Perpindahan penduduk danntenaga kerja dari daerah
rural ke daerah urban masih berlangsung terus, hal
ini terjadi karena daya dukung wilayah pedesaan



sudah tidak menopang lagi. Lahan pertanian semakin
sempit, disamping kota mempunyal daya tarik sebagal
lahan tersedianya lapangan kerja. Akibatnya jumlah
penduduk antara pedesaan dan kota menjadi tidak se-
imbang, pengangguran dan pencari kerja banyak me-
nympuk di daerah perkotaan, '
Distribusi angkatan kerja yang. tidak seimbang
Terbatasnya kemampuan sektor-sektar dalam menyerap
tenéga kerja, maka banyak tenaga kerja yang bekerja
dalam status pekerjaan sebagai tenaga kerja yang ber-
ugaha sendiri. Data sensug penduduk tahun 1990 menun-
Jukkan bahwa 7,78 juta orang atan sekitar 62,%9 %

dari seluruh tenaga kerja bekerja dalam status beru-
saha gendiri termasuk yung dibantu anggota rumah
tangga dan mereka yang hékerja dalam status pekerja
keluarga, Pekerja dalam tiga status pekerjaan inilah
vang kita sebut pekerja dalam status informal. Di~
samping itu distribusi secara sektoral dan reglonal
Juga belum dapat mendukung pembangunan ekonomi.
Perlindungan tenaga kerja dan Hubungan Industrial
Pancasila.

‘Perlindungan tenaga kerja yang berkaltan dengan hak
berserikat dan berunding, perbalkan syarat-syarat
kerja, kondisi kesehatan, dan kesgelamatan kerja dan
pelakdanaan norma-norma kerja merupakan upaya untuk
mewujudkan kese jahteraan lahir dan batin. Kendala yang
dihadapi antara lain berkaitan dengan penyempfirnaan
sistem pengupahan yang wengacu pada kebhutuhan hidup
dengan mempertimbangkan prestasi kerja. Karena belum
adanya ketentuan komponen upah yang mencakup kebutuhan
hidup dan ukurin_préstasi kerja.

Dilihat dari pekerjanya sendiri, pendid1kan dan penge-
tahuan yang rendah menyebavkan kurang menyadari akan
perntingnra kesehatan dan keyelamatan kerja dan kurahng
dipahaminya norma kerja serta peraturan perundang-
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undangan ketenagakerjaan, baik oléh pekeja maupun pengu-

saha menyebabkan pula terjadinya pelanggaran-pelanggaran

norma-norma kerja tersebut,

‘Disamping itu hubungan Industrial Pancasila bertu~
juan untuk menﬁamin ketentraman kerja dan berusaha ma=-
sih sebagaimana kita harapkan. Kendala-kendala yang di-
hadapi antara lain :

a. Belum berfungsinya lembaga-lembaga Hubungan Industri-
alsecara optimal seperti serikat pekerja, IKS Bipartit,'
“IKS Tripartit, dan lembaga penyelesaian perburuhan,
Hal ini berarti bahwa salah satu sarana untuk mewujud-
kan HIP masih jauh deri h:rapan.,

b. Organisasi pekerja yang ada saat ini masih belum pro-
_fesional dan mandiri, ikibatnya kurang dapat membawa
aspir.si anggotanya, |

c. Masih banyak pekerja, serikap pekerjadan pengusaha
belum mengerii dan memahami peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan yang berlakw, khususnya keberadaan s
serikat pekerja.

d. Trauma masa lalu menghantui pekerja untuk mendadi
anggota dalam organisasi pekerja serta pendidikan
Yang relatif rendah, sehingga kesadaran untuk berorga—
nisasi kurang. _

e. Masih banyak pengusaha yung kurang sependapat akan
pentingnya kehadiran norma pekerja dan ada kecende-~
rungan menolak karena dianggap serikat pekerja sebagal
tempat mengajukan tuntutan. '

Perkembangan Hubungdn Industrial akhir-akhir ini me-
nunjykkan sering terjadinya perselidihan yang mengarah
pada terganggunya ketenangan kerja dan berusaha.

Hal ini berakar pada masalah kesepakatan kerja ber-
pama(KKB) yang belum sepenshnya mencerminkan aspirasi
pekerja, katena kurangnya kesadarsn pengusaha dan pekerja
dalam melaksanakan syarat-gyarat kerja.'Disamping lemah-
nya sestem penyuluhan/pendidikan'dt bidang ketenagakerja-



an dan lemahnya koordinasl instansi terkait dalam mena-
ngani masalanh ketenagakerjaan.

Untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di atas,

dapat digunakan program-progran penyelesaian sebagal
berikut :

1.

3.

Perencanaan Tenaga ¥erja Nasional

Perencanaan ini bertujuan uwntuk menentukan terget-
target pendayagunaan tenaga kerja menurut sektor, pe-
ranannya dalam usaha mandiri, wilayah, pendidikan,
dan jenis jabatan, Selanjuinya pendayagunaan. tenaga
kerja perlu didukung oleh dengan sistem informasi

. tenaga yang memadai. Sigtem informagi berfungsi untuk

nenguhpitlkan informasi yang digunakan sebagail bahan
perencanaan secara berkeianjuban yang juga digunhBkan
untuk mendeteksi signal-signal fakta. signal ini akan
memberikan indikasi bila terjadi penyimpangan dari
tujuan yang telah ditentukan.

Sistem informagsi dan bursa tenaga Rerja terpadu
Untuk mempertemukan secara cepat dan tepat pencari
kerja dan penerima kerja wmaka perlu disusun sisteu
informasi dan bursa tenaga kerja terpadu di tingkat
pusat ilan daerah, Sistem ini menjadi dasar bagi
opersionalisasi perencanaan tenaga kerja dan perenca-
naan pelatihan, Untuk mendukung maksud tersebut maka
informasi ketenagakerjaan yang berkeitan dengan data
penyediaan dan kebuguhan tenaga kerja, yang meliputi
jumlah dan jenig ketrampilan/keahlian tebaga kerja
sesuai dengan pola yang ditetapkan secara nasional
harus terus ditingkatkan,

Pemagangan

Pemagangan merupakan salah satu cora untuk memingkat-
kan kualltas sumber daya manusia, dan kuantitas

- sumber daya trampil dengan menzmpatkan tenaga kerja

pada keglatan pemagangan di perusahaan atau di tempat
kerja lain di bawah bimbingan tenaga ahli/sentor



untuk memenuhi kebutuhan. Pemagangan menjembatani ke~
senjangan antara pendidikan formal dengan dunia kerja.
Program pemagangahgdisusun mengacu pada standar kua-
lifikasi ketrampilan.
Dengan demikian untuk mengimpleménlagikan ppogram pe-
magangan yang baik perlu dilaksanakan kerja sama yang,
erat antara lembapa tewpat kerja (perusahaan), lemba-
ga pelatihan, dan lembapa uji ketbrampilan dan sertifi-
kasi. Program pemagangan perlu dijadikan gerakan
nadional yang melibutkan lembaga~lembags pendidikan/
ketrampilan dan perusahaan serta lembaga penerima
kerja,
Hubungan Industrial Pancasila dan Perlindungan Tenaga
Kerja
Dalam era industrialisasi pada Pelita VI dan PJPT II
jumlah angkatan kerja yang berada dalam hubungan ker-
Ja dengan menerima upah akan wenjadi semakin besar,
baik darl segi jumlah waupun proporsinya. Oleh karena -
itu masalah yang bersangkutan dengan hubungan kerja
dan hubungan industrial perlu diantisipasi, agar
tidak menjadi masalah yang dapat mengganggu stabillitas
perugsahaan dan stabilitas nasional., Strategl pembina-
an hubungan industrial Pancasila ditujukan untuk men-
ciptakan suasana ketenagakerjaan dan berusaha di pe-
rusahaan dengan berlandaskan asas kekeluargaan sehingga
tidak wudah dipengaruhi oleh unsur-unsur dari luar
perusahaan. Untuk itu perlu dikembangkan ;
1. Kerjasama antara pimpinan perusahaan dan pekerja
(kerja sama bipartit). -
2. Pendidikan hubungan industrial bagi pekerja mawupun
pimpinsn perusahaan, '
3. Esrly warning system sehingga dapat memantau sejak
dini hal-hal yang terjadi di perusahaan. Dengan
demikian dapat diceg=h timbulnya perselisihan hu-
bungan industrial atanr unjuk rasa.
4. Pengaturan mengenai kondisi dan syarat-syarat kerja.

5. Upaya peningkatan kesejahteraan termasuk pengaturan
pengupahan dan koperasi koemyawan.
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5.

Upaya perlindungan tenaga kerja dilaksanakan dengan
meningkatkan fungsi pengawasan dan penegakkan pera-
turan perundang-undangan yang berlaku termasuk kese-
lamatan dan kesehatan kerja. Disamping itu perlindung~
an tersebut wencakup pula peniindungan bag® pekerja
mandiri,

Ekspor jasa tenaga kerja

Pfogram ekspor Jjasa tenago Kerja merupakan bagian

dari perencanaan tenaga kerja. Sejalan dengan itu

perlu dikembangkan mekanisme yang tepat bagi penem-
patan tenaga kerja @i luar negeri serta pemanfaatan
pasar kerja di luar negeri dengan memperhatikan harkat
martabak dan nama baik bangsa Indonesia serta perlin-
dungan tenaga kérja. Peningkatan efektivitag dan efi-~
siensi penempatan tenaga kerja di luat negeri bertu-
Juan untuk meningkatkan pemasukan debisa negara yang
berasal dari ekspor jasa tenaga kerja., Untuk itu per-
lu dilaksanakan deregulasi rekrutment, pelatihan, pe-
nempatan, pengawasan, perlindungan serta pemulangan
tenaga kerja. Untuk mendukung upaya tersebut perlu /.-
dipdkirkan adanya suatu organisasi yang dapat lebih
efektif melaksanakan program tersebht. Untuk mencapai
tujuan tersebut pemasaran tenaga kerja Indonesia ke
Juar negeri bagl tenaga trampil, profesiional dan for-
mal harus ditingkatkan., Secara bertahap pengiriman
tenaga kerja tidak tréampil untuk sektor non-formal
diknrangi dan pada akhir Repelita VI tenaga kerja
dengan kualifikasi ini akan dihapmskan,



. IIT
- PRENUTUP

Situasi ketenagakerjaan pada hakekatnya tidak
terlepas dari kondisi keteﬁagakerjaan dan permasalahanx
nya yang merupakan petunjuk bagl kita untuk dapat menen-
tukan arah serda pola pemecahannya melalul kebi jaksana-
an. dengan berbagai program pembangunan, karena seguai
pasal 27 ayat 2 UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanugiaan,

Permasalahan pokok yapg terdapat dalam bidang
ketenagakerjaan, antara lain: |
- pPertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang masih
relatif tinggi
- Kualitas angkatan kerja yang rendah yang ditandai
dengan rendahnya tingkat pendidikan formal yang di=-
miliki oleh sejumlah besar angkatan kerja kita
- Jumlah lapangan kerja terbatas
- Penyebaran penduduk dan tenaga kerja yang tidak merata
- Distribusi angkatan kerja yang tidak seimbang |
Terbatasnya kemampuan sektor-sektdr dalam menyerap
tenaga kerja, maka banyak tenaga kerja yang bekerja
dalam status pekerjzan gebagai tenaga kerja y.ng ber~
usaha sendiri. ' :
- = Perlindungan tenaga kerja dan HIP
Perlindungan yang dimaksud ialah perlindungan tenaga
kerja yang berkaitan dengan hak berserikat dan berun-
ding, perbaikan syarat-gyarat kerja, kondisi kesehaddn,
dan keselamatan kerja, penyempurnaan segtem pengupahah.
Perkembangan hubungan ibdustrial akhir-akhir ini menun-
Jukkan sering terjadi perselisihan yang mengarah pada
terganggunya ketenangan kerja dan berusaha. Hal ini
berakar pada masalah kesepakatan kerja bersama (KKB)
yang belum sepenuhnya mencerminkan aspieasi pekerja.



Masalah~masalah ke tenagakerjasn itu bisa diatasi

dengan carg

~ Perencanaan tenaga Kerja nasional

Perencanaan ini bertujuan untuk menentukan target-
target pendayagunaan tenaga kerja menutyt sektor,
peranannya dalam usaha mandiri, wilayah, pendidiken,
dan jenis jabatan, , :

Sistem informasi dan bursa tenaga kerje terpadu

Hal ini dimaksudkan untuk mempertemukan secara cepat
dan tepat pencari kerja dan pénerima kerja
Pemagangan

Pemagangan menjembatani kesenjangan antara pendidikan
formal dengan dunia kerja '

HIP dan perlindungan tenaga kerja

Strategi pembinaan HIP ditujukan untuk menciptakan
suagana ketenagakérjaan dan berusaha di perusahaan
dengan berlandaskan. asas kekelnargaah sehingga tidak
mudah dipengaruhi oleh hal-hal di luar perusahaan
Ekspor jasa tenaga kerja

Dalam hal ini perlu dikembangkan mekanisme yang tepat
bagi penempatan tenaga kerja di luar negeri serta
pemanfaatan pasar kerja luar negeri dengan memperhati-
kan harkat, martabat, dan nama baik bangsa Indonesia
serta perlindﬁngan tenaga kerja.
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